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Perbedaan karakteristik wilayah mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan, sehingga 
selanjutnya perlu direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat miskin pada masing-masing wilayah. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah 
dilakukan namun dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung 
meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan 
penanganan kemiskinan perkotaan dalam perkembangan Kota Semarang. Kemudian dapat diketahui 
kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi.  
 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan 
di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing 
wilayah. Hal ini ditunjukkan tidak semua karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang sudah 
direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Lebih lanjut, karakteristik kemiskinan yang 
digambarkan oleh keterbatasan pendidikan dan keterampilan belum banyak direspon oleh kebijakan 
penanganan kemiskinan yang dibutuhkan. Respon kebijakan penanganan kemiskinan yang paling 
dibutuhkan oleh penduduk miskin di Kota Semarang adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan 
keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Namun, secara garis besar, strategi anti-kemiskinan yang masih 
banyak dilakukan di seluruh wilayah Kota Semarang adalah pemberian bantuan langsung dan 
penyediaan pelayanan sosial yang bersifat fisik, sedangkan strategi anti-kemiskinan yang bersifat 
pemberdayaan melalui pelatihan dan pengembangan usaha kecil dan menengah belum banyak dilakukan 
dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.  
 




Perkembangan kota-kota dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi yang dapat 
dilihat berdasarkan aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Berkaitan dengan aspek demografi, 
pertumbuhan penduduk di perkotaan ini disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk maupun 
migrasi penduduk. Selain itu, perkembangan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan 
ekonomi yang dapat dilihat dari adanya pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke 
sektor non pertanian, seperti perdagangan dan industri. Sedangkan berdasarkan aspek sosial, 
perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat dari adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup 
masyarakatnya (Mc Gee, 1971). Perkembangan kota-kota tersebut diiringi oleh perubahan 
positif dan negatif. Perubahan positif yang terlihat adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat. 
Hal ini menciptakan dinamika perkotaan, perubahan penggunaan lahan, serta munculnya 
permukiman legal dan ilegal serta permasalahan lain. Selain itu, wilayah perkotaan yang 
semakin tumbuh dan berkembang juga menyebabkan berkembangnya heterogenitas yang 
menunjukkan perbedaan sosial penduduknya (Mc Gee, 1995).   
Heterogenitas tersebut selanjutnya lebih jelas terlihat dari adanya sektor formal dan 
informal perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara kelompok penduduk 
berdasarkan perbedaan ekonomi dan sosial penduduknya.  Kegiatan ekonomi formal di 
perkotaan tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan dan kemampuan rendah, sehingga 
pekerja dengan produktivitas rendah bekerja pada sektor informal (Lacabana dan Cariola, 
2003). Selain itu,  adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana 
pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. 
Persebaran kemiskinan pada ruang-ruang perkotaan memiliki perbedaan karakteristik 
kemiskinan. Vandell (1995) menjelaskan bahwa heterogenitas lingkungan dipengaruhi oleh 
berbagai dimensi antara lain karakteristik perumahan, fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan 
penduduk yang antara lain terlihat dari adanya perbedaan ras, pendapatan, kekayaan, 
pendidikan, pekerjaan (Wassmer, 2002).  
Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk dalam memperoleh 
pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan tersebut sering 
